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Abstrak: Pemilihan Umum di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik politik uang yang mengancam integritas
demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dalam
menangani dugaan praktik politik uang selama Kampanye Pemilu 2024, serta menilai efektivitas peran lembaga tersebut
dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan
menganalisis regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas, termasuk menerima laporan pelanggaran,
melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas
pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, budaya politik uang yang telah
mengakar, serta tekanan politik dari berbagai pihak. Meskipun Bawaslu memainkan peran penting dalam penegakan
hukum terhadap praktik politik uang, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan
dan menjamin independensinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi
bagi penguatan sistem pengawasan Pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi

di Indonesia.
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Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem
demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung
memilih pemimpin dan wakilnya. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kirana et al., 2024).
Pemilu menjadi sarana utama pembentukan pemerintahan yang memiliki legitimasi
berdasarkan kehendak rakyat. Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut kerap
berbenturan dengan kenyataan di lapangan. Berbagai pelanggaran Pemilu, seperti
kecurangan administratif, manipulasi suara, hingga praktik politik uang, masih marak
terjadi (Mujib, 2023). Politik uang menjadi bentuk pelanggaran yang dominan, di mana
sumber daya finansial digunakan untuk memengaruhi preferensi pemilih, sehingga
berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik
(Sugiharto, 2021). Fenomena ini tidak hanya mencederai integritas demokrasi, tetapi juga
mengancam kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Ketergantungan pada praktik
transaksional dalam Pemilu mengaburkan nilai-nilai meritokrasi dan memperbesar risiko
korupsi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi
konsolidasi demokrasi di Indonesia, yang seharusnya berorientasi pada penguatan
partisipasi dan akuntabilitas.

Pada Pemilu 2024, dugaan praktik politik uang kembali menjadi sorotan, yang
menandakan bahwa persoalan ini masih mengakar kuat dalam sistem politik di Indonesia.
Pemantauan yang dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Bawaslu dan Perludem,
menunjukkan bahwa modus operandi politik uang kini semakin beragam dan sulit
terdeteksi. Beberapa dugaan praktik politik uang yang teridentifikasi selama Pemilu 2024
ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta Utara, misalnya, Bawaslu
menerima laporan terkait pembagian sembako dan uang tunai kepada warga di wilayah
pesisir. Dugaan ini semakin diperkuat dengan temuan Bawaslu berupa bantuan yang
dibagikan dalam kantong plastik bergambar kandidat, yang diberikan secara masif
menjelang masa tenang (Kompas.com, 2024). Di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu juga
menemukan sejumlah pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang dan kampanye
selama masa tenang di delapan daerah. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad
Zam Zam, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangani 131 laporan dugaan
pelanggaran Pemilu dari 27 kabupaten dan kota (Kompas.id, 2024). Fenomena dugaan
politik uang yang terjadi di Jakarta Utara dan Jawa Barat ini menunjukkan betapa sulitnya
menanggulangi praktik politik uang yang telah lama mengakar dalam sistem Pemilu di
Indonesia. Lambannya penanganan kasus-kasus tersebut juga mencerminkan adanya
berbagai hambatan struktural dan kultural yang mengganggu efektivitas penegakan
hukum dalam Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen memiliki peran
penting dalam menjaga integritas Pemilu, khususnya melalui fungsi pengawasan
terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk dugaan praktik politik uang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan
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untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi, mengumpulkan bukti,
hingga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran
pidana Pemilu (Farhati et al., 2024). Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk
memastikan agar proses penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut, Bawaslu dibekali dengan
sejumlah kewenangan yang memungkinkan lembaga ini untuk bertindak dalam
menghadapi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang yang
menjadi perhatian serius dalam setiap kontestasi elektoral. Namun, dalam
implementasinya, efektivitas peran Bawaslu dalam mengusut praktik politik uang masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber
daya, baik dari segi jumlah personel, ketersediaan anggaran, maupun dukungan
infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara maksimal
(Fitriani, 2020). Selain itu, pembuktian kasus politik uang juga menjadi tantangan
tersendiri, karena pelanggaran ini kerap dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan
jaringan yang luas. Koordinasi antara Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam Sentra
Gakkumdu juga kerap menghadapi hambatan, terutama terkait perbedaan penafsiran
antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan terhadap bukti politik uang (Wahyudi, 2021).
Penelitian yang berjudul “Upaya Pengawas Bawaslu dalam Memberantas Politik
Uang di Kota Manado” oleh Kuntag et al. (2023), mengungkapkan bahwa praktik politik
uang masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako,
layanan jasa, dan barang kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menanggapi
hal tersebut, Bawaslu Kota Manado telah melakukan berbagai upaya, seperti membentuk
satuan tugas menjelang masa tenang, melakukan patroli pengawasan, bekerja sama
dengan aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun,
efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan dan
kondisi ekonomi masyarakat, minimnya kesadaran hukum, serta budaya permisif
terhadap politik uang. Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Peran Bawaslu dalam
Pemberantasan Politik Uang di Kabupaten Minahasa” oleh Paseki et al. (2024),
menunjukkan bahwa Bawaslu berperan aktif tidak hanya dalam fungsi pengawasan,
tetapi juga dalam aspek pencegahan dan penindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 93
huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di Kabupaten Minahasa, politik uang
dianggap telah membudaya, diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya
kesadaran politik masyarakat. Praktik ini muncul dalam bentuk serangan fajar, jual beli
suara, serta pemberian barang atau uang oleh tim kampanye. Bawaslu mengalami
berbagai kendala dalam proses penindakan, terutama karena sulitnya pembuktian,
keterbatasan wewenang, serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Sementara itu,
penelitian yang berjudul “Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada
Pemilu di Kota Surabaya” oleh Putri dan Agustina (2024) menunjukkan bahwa Bawaslu
Kota Surabaya menjalankan peran yang aktif dan partisipatif. Upaya tersebut dilakukan
melalui penyusunan strategi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan
setiap tahapan Pemilu, koordinasi antarlembaga, serta edukasi publik. Meskipun terdapat
banyak laporan dugaan praktik politik uang, sebagian besar tidak memenuhi unsur
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pelanggaran. Namun, terdapat satu kasus yang berhasil dilimpahkan ke pihak kepolisian,
menunjukkan bahwa Bawaslu tetap menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan,
meskipun tantangan dalam aspek pembuktian hukum masih menjadi hambatan.

Penelitian yang berjudul “Upaya Pengawas Bawaslu dalam Memberantas Politik Uang
di Kota Manado” oleh Kuntag et al. (2023), mengungkapkan bahwa praktik politik uang
masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako, layanan
jasa, dan barang kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menanggapi hal
tersebut, Bawaslu Kota Manado telah melakukan berbagai upaya, seperti membentuk
satuan tugas menjelang masa tenang, melakukan patroli pengawasan, bekerja sama
dengan aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun,
efektivitas pengawasan ini masih terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan dan
kondisi ekonomi masyarakat, minimnya kesadaran hukum, serta budaya permisif
terhadap politik uang. Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Peran Bawaslu dalam
Pemberantasan Politik Uang di Kabupaten Minahasa” oleh Paseki et al. (2024), menunjukkan
bahwa Bawaslu berperan aktif tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga dalam
aspek pencegahan dan penindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di Kabupaten Minahasa, politik uang dianggap telah
membudaya, diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran
politik masyarakat. Praktik ini muncul dalam bentuk serangan fajar, jual beli suara, serta
pemberian barang atau uang oleh tim kampanye. Bawaslu mengalami berbagai kendala
dalam proses penindakan, terutama karena sulitnya pembuktian, keterbatasan wewenang,
serta terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, penelitian yang berjudul
“Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya” oleh
Putri dan Agustina (2024) menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya menjalankan
peran yang aktif dan partisipatif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan setiap tahapan Pemilu,
koordinasi antarlembaga, serta edukasi publik. Meskipun terdapat banyak laporan
dugaan praktik politik uang, sebagian besar tidak memenuhi unsur pelanggaran. Namun,
terdapat satu kasus yang berhasil dilimpahkan ke pihak kepolisian, menunjukkan bahwa
Bawaslu tetap menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan, meskipun tantangan
dalam aspek pembuktian hukum masih menjadi hambatan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Bawaslu
memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak praktik politik uang, namun
praktik politik uang masih menjadi persoalan yang sulit diberantas secara tuntas. Banyak
kasus yang hanya berakhir sebagai dugaan tanpa proses hukum yang jelas atau
penindakan yang tegas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana
kewenangan Bawaslu mampu menjangkau hingga tahap penuntasan kasus, bukan
sekadar identifikasi awal atau pencegahan. Sayangnya, belum banyak penelitian yang
secara khusus mengkaji efektivitas serta batas kewenangan Bawaslu dalam
menindaklanjuti dugaan praktik politik uang hingga ke tahap proses hukum yang final.
Hal ini menjadi semakin penting di wilayah strategis seperti DKI Jakarta, yang memiliki
dinamika politik kompleks dan tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik manipulatif
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dalam Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan
penelitian sebelumnya dengan menggali lebih dalam mengenai kewenangan yang dimiliki
oleh Bawaslu DKI Jakarta dalam mengusut dugaan praktik politik uang pada kampanye
Pemilu 2024, serta menilai sejauh mana efektivitas Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga
integritas demokrasi melalui penegakan hukum terhadap praktik politik uang pada
Pemilu 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan
rekomendasi strategis untuk memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, serta
membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif dalam
menghadapi praktik politik uang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka.
Metode kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami fenomena berdasarkan
perspektif subjek dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2014). Pendekatan ini juga
menekankan pada analisis terhadap regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang
berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan praktik politik uang.
Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku yang diamati
(Darmadi, 2014). Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif, yakni dengan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi, serta
literatur akademik dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pengawasan Pemilu dan
integritas demokrasi. Studi pustaka memungkinkan pemanfaatan data sekunder yang
bersumber dari referensi-referensi kredibel (Zed, 2004). Data sekunder yang digunakan
meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan
Bawaslu, serta laporan hasil pengawasan Pemilu. Data tersebut dianalisis secara deskriptif
dan analitis untuk memahami kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam menangani
dugaan praktik politik uang selama masa kampanye Pemilu 2024. Analisis ini bertujuan
untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga
integritas demokrasi, serta mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat
ditempuh guna memperkuat efektivitas pengawasan Pemilu. Hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan kontribusi berupa wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku
kepentingan dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik politik uang, demi
menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan
Kewenangan yang dimiliki Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut dugaan Praktik
Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024

Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi Indonesia, mengingat
pelaksanaannya yang dilakukan secara serentak untuk memilih anggota legislatif,
presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah. Skala besar Pemilu ini tentu
menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam menjaga integritas proses pemilihan.
Salah satu tantangan utamanya adalah praktik politik uang. Politik uang (money politics)
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diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan
memberikan imbalan tertentu, baik dalam bentuk uang maupun barang (Ananingsih,
2016). Dalam konteks ini, peran Bawaslu menjadi sangat penting guna memastikan bahwa
Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Bawaslu memiliki kewenangan yang
tegas untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta penyelidikan terhadap dugaan
praktik politik uang selama tahapan Pemilu berlangsung. Kewenangan tersebut diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi
dasar hukum pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu
bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih,
penetapan peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye, hingga penetapan hasil akhir Pemilu.
Bawaslu juga berwenang menangani pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan
politik uang, serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar, baik
calon, partai politik, maupun pihak lainnya. Meskipun bersifat tetap dengan masa tugas
selama lima tahun, Bawaslu juga membentuk struktur ad hoc di tingkat daerah maupun
lapangan. Struktur ini dibentuk sebelum dimulainya tahapan awal Pemilu, seperti saat
pendaftaran pemilih, dan dibubarkan setelah calon terpilih dilantik (Hutabarat, 2022).
Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran
yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam menyusun strategi pencegahan. Jika ditemukan
dugaan pelanggaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai, dan
menyelidiki lebih lanjut, serta menjadikan tugas dan wewenangnya sebagai dasar hukum
dalam merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran Pemilu (Nasution et al., 2023).
Bawaslu DKI Jakarta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan peserta Pemilu
dalam melaporkan dugaan praktik politik uang. Laporan dapat disampaikan melalui
berbagai saluran resmi, salah satunya seperti laman SigapLapor, yang memungkinkan
pelaporan secara daring. Laman ini merupakan platform resmi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilu, khususnya Pasal 12 (hukumonline.com, 2024). Setelah
menerima laporan, Bawaslu akan melakukan proses verifikasi dan klarifikasi atas dugaan
pelanggaran yang dilaporkan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan laporan
serta kelengkapan bukti yang disampaikan. Sementara itu, klarifikasi merupakan tahapan
di mana pihak yang diduga terlibat dimintai keterangan, guna memberikan penjelasan
atas dugaan praktik politik uang tersebut. Selanjutnya, tim investigasi Bawaslu akan
melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.
Dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu memiliki hak untuk melanjutkan
penyelidikan serta menghimpun berbagai bentuk bukti pendukung, seperti rekaman
video, keterangan saksi, atau dokumen yang memperkuat dugaan pelanggaran.
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap secara lebih mendalam praktik politik
uang yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Hasil
investigasi kemudian dibahas dalam rapat pleno Bawaslu, guna menentukan langkah
yang akan diambil, termasuk merekomendasikan sanksi atau tindakan hukum lanjutan
kepada instansi yang berwenang. Seluruh proses ini selaras dengan ketentuan dalam

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025 7 of 15

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menjadi dasar yuridis dalam penanganan
pelanggaran administratif Pemilu (Farhati et al., 2024).

Jika praktik politik uang terbukti dilakukan namun belum memenuhi unsur
tindak pidana, Bawaslu dapat menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa
teguran atau peringatan tertulis, dan dalam kasus yang berat, dapat berujung pada
pembatalan pencalonan terhadap peserta Pemilu yang terbukti melakukan praktik politik
uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Keputusan tersebut diambil setelah
melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan oleh Bawaslu, sesuai dengan kewenangan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Upaya untuk mendapatkan keadilan Pemilu
tidak berhenti pada keputusan yang diambil oleh Bawaslu tingkat kota. Kerangka hukum
Pemilu telah menyediakan berbagai mekanisme hukum bagi pihak-pihak yang merasa
belum memperoleh keadilan. Merujuk pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8
Tahun 2018, pelapor maupun terlapor memiliki hak untuk mengajukan permintaan
koreksi atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak yang belum puas terhadap putusan
Bawaslu, untuk mengajukan permohonan koreksi (Novarizal et al., 2024). Selain sanksi
administratif, pelaku politik uang juga dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti
melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 523 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang
pada masa kampanye maupun masa tenang dengan sengaja menjanjikan atau
memberikan uang maupun materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye
secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenai pidana penjara selama 2 hingga 4
tahun serta denda sebesar Rp24 juta hingga Rp48 juta (Rasyidi, 2023).

Bawaslu DKI Jakarta berperan penting dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu), yaitu sebuah forum koordinatif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan
yang bertugas menangani pelanggaran pidana Pemilu, termasuk praktik politik uang.
Sentra ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan pandangan antar lembaga yang
terlibat dalam penanganan tindak pidana Pemilu (Yeni, 2020). Gakkumdu berperan dalam
pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu, pengelolaan pusat data, peningkatan
kompetensi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi kinerja. Pola penanganan
pelanggaran ini telah diatur secara rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP),
tentang tindak pidana Pemilu di lingkungan Sentra Gakkumdu (Nuryanto, 2021). Ketika
Bawaslu menerima laporan atau menemukan dugaan praktik politik uang, laporan
tersebut segera ditelaah untuk menentukan apakah memenuhi unsur pelanggaran pidana.
Jika memenubhi syarat, hasil kajian Bawaslu akan disampaikan kepada Sentra Gakkumdu
untuk ditindaklanjuti. Dalam forum Gakkumdu, dilakukan pembahasan bersama
mengenai kelengkapan alat bukti, identifikasi pelaku, serta potensi unsur pidana yang
terjadi. Apabila disepakati bahwa unsur pidana terpenuhi, kasus akan dilanjutkan ke
tahap penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya ke tahap penuntutan oleh pihak
kejaksaan. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke pengadilan melalui proses
penuntutan, di mana jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.
Selama proses persidangan, alat bukti dan keterangan saksi akan dipertimbangkan oleh

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025 8 of 15

majelis hakim untuk menentukan putusan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim
akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keseluruhan
proses ini mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan integritas Pemilu, serta
memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.

Efektivitas Peran Bawaslu DKI Jakarta dalam Menjaga Integritas Demokrasi melalui
Penegakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang pada Pemilu 2024

Pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran, termasuk
praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Banyak calon legislatif
maupun eksekutif mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk memenangkan Pemilu
2024. Setelah terpilih, tidak sedikit dari mereka merasa berkewajiban mengembalikan
biaya kampanye melalui cara-cara yang tidak sah, yang pada akhirnya berujung pada
tindak pidana korupsi. Fenomena ini mencerminkan adanya praktik sistematis yang
menciptakan “lingkaran setan”, di mana para kandidat berupaya mengembalikan modal
politik mereka dengan memanfaatkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya
korupsi (Abas et al, 2024). Permasalahan ini bukan semata-mata bersifat teoritis,
melainkan tercermin dalam berbagai kasus nyata di sejumlah daerah. Salah satu
contohnya adalah kasus Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, yang terjerat
kasus korupsi setelah terpilih melalui proses yang diduga melibatkan praktik politik
uang. Ia menjadi contoh politisi yang memperoleh kekuasaan melalui sokongan dana
besar dan kemudian menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (Nasution,
2021). Contoh lain adalah Rina Iriani, mantan Bupati Karanganyar, yang meskipun telah
terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi, tetapi tetap dapat melanjutkan karier
politiknya. Kasus ini menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap politisi yang
terlibat dalam praktik politik uang (Prabowo, 2023). Fakta-fakta tersebut menunjukkan
bahwa upaya Bawaslu dalam menekan praktik politik uang masih belum sepenuhnya
efektif. Masih banyak pejabat publik yang terlibat dalam tindakan yang merugikan negara
dan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, pelaku korupsi bahkan dapat melanjutkan karier
politiknya tanpa menerima hukuman yang setimpal, sehingga menimbulkan pertanyaan
serius mengenai efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia (Bawono, 2022). Kasus-
kasus tersebut menggambarkan bahwa praktik politik uang dalam masa kampanye sering
kali berujung pada tindakan korupsi setelah kandidat terpilih. Para politisi yang naik ke
tampuk kekuasaan melalui cara-cara tersebut, cenderung merasa perlu mengembalikan
modal politik dengan memanfaatkan anggaran negara secara tidak sah. Praktik semacam
ini merusak kredibilitas lembaga pemerintahan dan menurunkan kualitas kebijakan
publik yang dihasilkan (Supriyadi, 2023). Kebijakan yang diambil pun kerap kali lebih
menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan
masyarakat secara luas.

Bawaslu merupakan lembaga independen yang memegang peranan penting
dalam menjaga integritas Pemilu, agar berlangsung secara jujur dan adil. Di wilayah
strategis seperti DKI Jakarta, yang menjadi pusat kekuasaan nasional dengan tingkat
kompetisi politik yang tinggi, efektivitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran,
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khususnya praktik politik uang, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan
pengawasan Pemilu secara nasional. Secara yuridis, Bawaslu memiliki dasar hukum yang
kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang
ini memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi, mencegah, dan
menindak pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu. Namun demikian, pelaksanaan
kewenangan tersebut di lapangan kerap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu
tantangan utamanya adalah perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku, yang
berujung pada ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku politik uang.
Selain itu, tekanan politik dari pihak-pihak berkepentingan juga berpotensi melemahkan
independensi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Situasi ini menunjukkan
bahwa, meskipun Bawaslu telah memiliki kerangka kelembagaan dan dasar hukum yang
jelas, pelaksanaan fungsi pengawasannya masih belum optimal. Ketika pelanggaran
politik uang tidak ditindak secara tegas, hal ini membuka peluang bagi politisi yang tidak
berintegritas untuk lolos dari jerat hukum, dan bahkan melanjutkan karier politiknya
tanpa hambatan. Oleh karena itu, efektivitas Bawaslu dalam menegakkan aturan sangat
bergantung pada integritas dan keberanian aparat penegak hukum, serta dukungan
sistemik yang bebas dari intervensi politik (Setiawan, 2020).

Selain faktor kelembagaan, budaya politik uang yang telah mengakar dalam
sistem politik Indonesia, turut menjadi tantangan serius bagi Bawaslu DKI Jakarta dalam
menjalankan fungsi penegakan hukum. Politik uang masih dianggap sebagai strategi
efektif untuk menarik dukungan pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang belum
memiliki kesadaran politik yang kritis. Kondisi ini memberikan peluang bagi aktor politik
untuk memanfaatkan celah dalam mekanisme pengawasan demi meraih keuntungan
elektoral. Praktik politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses Pemilu, di mana
pemilih lebih cenderung memilih kandidat berdasarkan iming-iming uang atau barang,
ketimbang mempertimbangkan kualitas dan integritas calon tersebut. Hal ini menurunkan
kualitas demokrasi karena kandidat yang terpilih tidak lagi mencerminkan kapasitas
maupun visi yang kuat, melainkan lebih didasarkan pada kemampuan finansial (Aminah,
2021). Meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya preventif, penegakan hukum
terhadap praktik politik uang masih menghadapi berbagai hambatan. Intervensi dari
aktor politik dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan
pelanggaran menjadi kendala utama. Tekanan politik dan keberadaan jaringan
kepentingan juga kerap menghambat independensi Bawaslu dalam menindak
pelanggaran secara tegas. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan tidak hanya
bergantung pada regulasi yang tersedia, tetapi juga menuntut adanya perubahan budaya
politik menuju tatanan yang lebih demokratis dan partisipatif (Paseki et al., 2024). Dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap politik uang, kolaborasi antara
Bawaslu dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Pengawasan tidak
dapat sepenuhnya dibebankan pada kerja internal Bawaslu saja, melainkan harus
melibatkan lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), media massa,
dan organisasi masyarakat sipil. Bawaslu juga perlu terus memperkuat kapasitas
pengawasannya serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum agar para
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pelaku politik uang dapat diproses secara hukum yang transparan dan adil (Kurniawan,
2023). Sinergi antara Bawaslu dan berbagai pihak terkait dapat meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Kerja sama lintas sektor serta
partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pelaporan menjadi katalisator penting bagi
penguatan efektivitas pengawasan. Dengan adanya keterlibatan multi-pemangku
kepentingan, mekanisme pengawasan akan menjadi lebih responsif dan terintegrasi,
sehingga praktik politik uang dapat dideteksi dan ditindak secara lebih cepat dan efektif
(Kuntag et al., 2023).

Upaya jangka panjang juga berperan penting dalam membangun kesadaran
masyarakat melalui pendidikan politik yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan
politik bagi masyarakat merupakan kunci strategis untuk mengurangi dampak politik
uang, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam setiap penyelenggaraan
Pemilu di Indonesia. Pasca Pemilu 2024, penguatan kesadaran politik masyarakat menjadi
sangat penting agar mereka mampu bersikap lebih kritis dan rasional dalam menilai serta
memilih calon pemimpin. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pemilu tidak hanya
mencerminkan praktik demokrasi yang sehat, tetapi juga merupakan langkah konkret
untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik politik uang yang merugikan dalam
jangka panjang (Aminah, 2021). Pendidikan politik harus menitikberatkan pada
penguatan pemahaman mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap kualitas
pemerintahan serta pembangunan. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik
akan lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, visi, dan program
kerja yang ditawarkan, bukan semata-mata karena iming-iming materi. Oleh karena itu,
program pendidikan politik yang lebih intensif dan melibatkan seluruh elemen
masyarakat perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan demokrasi (Supriyadi,
2023).

Berdasarkan berbagai aspek yang telah dianalisis, efektivitas Bawaslu DKI Jakarta
dalam menjaga integritas demokrasi melalui penegakan hukum terhadap praktik politik
uang masih memiliki potensi yang besar, namun belum mencapai tingkat yang optimal.
Beberapa kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia
dan infrastruktur, tantangan budaya politik transaksional, serta tekanan eksternal yang
dapat mengganggu independensi dalam pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas
tersebut, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan. Di antaranya adalah peningkatan
kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan perekrutan petugas
yang kompeten, optimalisasi teknologi pengawasan dengan mengintegrasikan sistem
pelaporan yang lebih komprehensif, serta reformasi regulasi guna menutup celah hukum
yang masih dimanfaatkan oleh para pelaku politik uang. Selain itu, penguatan kerja sama
dengan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menciptakan sistem
pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, efektivitas
Bawaslu DKI Jakarta dalam menangani praktik politik uang masih perlu ditingkatkan
agar penyelenggaraan Pemilu berikutnya berlangsung secara lebih jujur, adil, dan
demokratis. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi secara optimal,
kolaborasi multipihak, serta penguatan pendidikan politik merupakan langkah strategis
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yang harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap politik
uang berjalan lebih efektif, dan memberikan dampak nyata dalam menjaga integritas
demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Bawaslu DKI Jakarta memiliki peran strategis
dalam menegakkan integritas demokrasi, khususnya melalui pengawasan terhadap
praktik politik uang selama masa kampanye Pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan formal yang kuat, mencakup
penerimaan dan verifikasi laporan pelanggaran, pelaksanaan klarifikasi dan investigasi,
hingga pemberian sanksi atau rekomendasi penindakan hukum melalui Sentra
Gakkumdu. Di tengah meningkatnya kompleksitas dan kecanggihan modus politik uang,
Bawaslu DKI Jakarta terus berupaya menjalankan fungsinya secara optimal melalui
pendekatan preventif dan represif. Namun demikian, efektivitas Bawaslu dalam
menangani kasus politik uang belum sepenuhnya maksimal. Beberapa tantangan utama
yang dihadapi antara lain terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi, kesulitan
dalam pembuktian akibat sifat praktik politik uang yang tertutup, tekanan dari aktor
politik yang memiliki pengaruh besar, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat
mengenai dampak negatif dari politik uang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah
strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap politik uang ke depannya.
Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan
Bawaslu melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pelaporan dan
pemantauan yang lebih canggih, pembaruan regulasi yang mampu merespons dinamika
pelanggaran secara adaptif, kolaborasi lintas sektor guna membangun sistem pengawasan
yang responsif dan transparan, serta pendidikan politik untuk masyarakat. Melalui
berbagai upaya tersebut, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisasi sehingga
demokrasi di Indonesia dapat tumbuh secara lebih substansial dan bermartabat.
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